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ABSTRAK

WIBAWA, BAGUS, ARI. 2010. Keputusan Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0245/Pdt.G/2008/PA.Sm.), Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Drs. Sugito, S.H., M.H,  Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.
Kata kunci : Keputusan Hakim, Akibat Perceraian, Hak Asuh Anak.
Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban masing-masing. Suatu perkawinan dapat bubar atau putus bila disebabkan oleh tiga hal yaitu : kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam hal akan melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Perkawinan yang telah dijalani suami istri dan telah dikaruniai anak, serta telah terkumpul sejumlah harta bersama itu, bila suatu saat perkawinan tersebut harus putus, maka akan timbul persoalan baru, baik berkaitan dengan anak keturunannya, maupun sejumlah harta yang mungkin telah terkumpul. Hal ini perlu solusi tersendiri untuk memecahkannya. Pada dasarnya putusnya perkawinan dalam bentuk cerai gugat, maupun dalam bentuk cerai talak, akibatnya terhadap status anak dan harta bersama adalah sama.
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu : (1) Apa dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan hak asuh anak akibat perceraian berkaitn dengan kasus putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0245/Pdt.G/2008/PA.Sm, (2) Apa faktor    pendukung dalam kaitannya dengan keputusan Hakim dalam penetapan hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Semarang, (3) Apa faktor penghambat dalam kaitannya dengan keputusan Hakim dalam penetapan hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yang mempunyai korelasi dengan penetapan hak asuh anak dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama dan upaya kritis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dengan mengkajinya dilihat dari sisi norma hukumnya. Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Penulis menggunakan analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat ditemukan : (1) Pertimbangan Hakim dalam penetapan hak asuh anak akibat perceraian berkaitan dengan kasus putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0245/Pdt.G/2008/PA.Sm. adalah Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam mendidik anak dengan sebaik-baiknya berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tergugat tetap berkewajiban mendidik dan memberi nafkah anak tersebut walaupun hak asuh jatuh kepada Penggugat, dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. (2) Faktor pendukung dalam kaitannya dengan keputusan Hakim dalam penetapan hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama adalah hadirnya pihak-pihak yang berkepentingan dan adanya bukti-bukti otentik dalam sidang, serta dasar/dalil hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara penetapan hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Semarang. (3) Faktor penghambat dalam kaitannya dengan keputusan Hakim dalam penetapan hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Semarang adalah ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti otentik dalam sidang, belum adanya atau ditemukannya dasar/dalil hukum oleh Hakim. 

Saran yang ingin dikemukakan penulis disini adalah Sistem administrasi kantor Pengadilan Agama Semarang diperlukan pembenahan lebih baik lagi agar proses persidangan khususnya dalam kasus perceraian dan permohonan hak asuh anak supaya lebih cepat, Pemerintah diharapkan mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum di kalangan masyarakat mengenai hak asuh anak dan hukumnya agar kesadaran hukum masyarakat khususnya mengenai perceraian lebih meningkat, Masyarakat (suami-isteri) dalam berumah tangga diharapkan dalam membina rumah tangganya bila terjadi pertengkaran-pertengkaran diupayakan melalui perdamaian jangan sampai perkawinan itu putus akibat perceraian.
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